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TUGAS BIRO HUKUM KEMENDAGRI
Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam
Koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, pelaksanaan pengkajian dan
harmonisasi produk hukum dan kebijakan daerah,

litigasi dan advokasi hukum, serta dokumentasi dan
publikasi hukum.



Pelaksanaan koordinasi fasilitasi atau evaluasi produk hukum daerah untuk pemberian nomor register produk hukum daerah dan penyiapan bahan pemberian 
nomor register produk hukum daerah berdasarkan hasil fasilitasi atau evaluasi;

Inventarisasi dan Dokumentasi
Pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum serta pengundangan produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri; dan 

Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran Biro
Penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Perumusan peraturan perundang-undangan antar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah; 

FUNGSI BIRO HUKUM KEMENDAGRI

Perumus Kebijakan
Perumusan kebijakan umum penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang tugas pokok Kementerian, harmonisasi terhadap pengkajian
produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum, pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi hukum, serta pengundangan
produk hukum;
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Koordinasi
Pengoordinasian penyusunan peraturan perundangundangan di bidang tugas pokok Kementerian dan memfasilitasi permohonan persetujuan presiden;

Perumusan PUU

4 Telaah Kebijakan
Penyiapan telaahan kebijakan terhadap harmonisasi pengkajian produk hukum dan kebijakan pemerintahan daerah;

5 Litigasi dan Advokasi hukum
Pelaksanaan litigasi dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;

6 Nomor Register
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Landasan Kebijakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi  dan
Informasi Hukum Nasional; 

PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kemendagri dan Pemda;

PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standard Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum.

PERMENDAGRI No.137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri; dan



Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 
 & Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 

Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum
secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum
secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Jaringan Dokumentasi dan InformasiHukum







Permasalahan dalam pengelolaan JDIH

Tumpang Tindih
Peraturan
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Sarana dan Prasarana
Masih Kurang

Pengembangan
Server JDIH

Sumber Daya Manusia
belum memadai

Anggaran belum memadai

Dukungan Pimpinan



Kemendagri dalam mendukung JDIH

Keputusan Mendagri Nomor 168 Tahun
2004 tentang Pedoman Pembangunan dan
Pengembangan sistem Informasi Hukum
Departemen Dalam Negeri dan Daerah
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
tahun 2012 Tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kemendagri dan Pemerintah Daerah

Rancangan Surat Edaran Kepada Gubenur
dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia
Tentang Dukungan Penguatan
pengelolaan JDIH (Kendala belum ada
dalam pedoman APBD)

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi JDIH Provinsi dan Kab/Kota
Seluruh Indonesia

Rancangan Permendagri Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 tahun 2012 



PERMENDAGRI Nomor 2 TAHUN 2014

Pemberian bimbingan,
supervise dan konsultasi
pengelolaan JDIH

Pertemuan& Koordinasi
Pengelolaan JDIH secara
berkala

Monitoring dan evaluasi
pengelolaan JDIH secara
berkala

Penyediaan sarana dan
prasarana JDIH



PENDATAAN JDIH

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
dan Kota secara berjenjang melaporkan
terhadap penataan sistem informasi hukum
website JDIH

https://bit.ly/pendataanJDIH



Draft Surat Edaran Menteri Dalam Negeri



PERPRES Nomor 33 Tahun 2012
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Pasal 4 ayat 3 huruf (a) 



PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2014
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Standar Metadata



Daftar 38 Provinsi



Produk Hukum Tingkat Pusat



Produk Hukum Tingkat Daerah



Penguatan Sumber Daya Manusia
Diskominfo
Pedampingan Teknologi informasi 
Pengembangan Website, Penetration test, Konsultasi TIK,Fasilitasi Server dan SPBE

Dinas Arsip dan Perpustakaan
Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan
Pendampingan Alih Media Hukum Langka, pengelolaan Perpustakaan dan Pengarsipan Hukum

Dinas Pemberdayaan Desa
Penataan Regulasi Desa
Pendampingan dalam penyusunan Regulasi  Desa dan Penguatan JDIH Desa

Sekretariat DPRD
Pendampingan Pengelolaan JDIH pada SET DPRD Kabupaten/Kota
Membantu Pusat JDIH Provinsi dalam melakukan Pengelolaan JDIH di SET DPRD
Kabupaten/Kota



Kegiatan Rakornas Bidang Hukum Seluruh
Indonesia di Bali 9 Oktober 2024



Thank You


